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Abstract

The behavior of the village chief is expected to build the image quality public services, but in reality the implementation of public services have not been able to walk properly due to the unavailability of the service personnel are professional, dedicated, accountable and responsive and loyal to his duties as civil servants and public servants.

By using a qualitative approach was found that social status (achievement, prestige / status position and power / power, and needs (income and appreciation) are two underlying motives in the village head behaves In Governance in South Minahasa Regency Village. Loyalty and professional as media which can bridge the social status and the need to make quality services.
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PENDAHULUAN

Permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan di dasa banyak disebabkan oleh persoalan – persoalan yang berhubungan dengan kewenangan, kepercayaan, kesediaan maupun pendanaan.  Segala apapun yang diperlukan oleh masyarakat untuk dipenuhi oleh pemerintah berawal dari pelayanan pemerintah desa. Penyelenggaraan pelayanan publik di desa selama ini bertumpuk pada kepala desa sementara aparat desa hanya sebagai struktur yang terpasang dikantor desa. Kepala desa memikul beban dan tanggung jawab yang berat dan tidak dapat didelegasikan ke bawah. Guna mewujudkan pelayanan yang maju, profesional, serta tercapainya efektivitas kerja yang berdampak pada pelayanan publik yang baik, maka aparat desa harus diperkuat terlebih dahulu. 

Dorongan untuk melaksanakan tugas didasari oleh motivasi yang ada dalam diri setiap aparat akan mempengaruhi perilaku aparat itu sendiri. Keterampilan dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas serta kesediaan aparat untuk melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab merupakan faktor yang mendukung terciptanya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparat desa baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun administrasi yang terlihat dari sikap kerja, tingkat keterampilan yang dimiliki maupun hubungan kerja yang terbina dalam organisasi. Perilaku aparat yang produktif secara kasak mata dapat dilihat dari sisi loyalitas dan dedikasi yang terlihat gejalanya berupa disiplin kerja yang tinggi, kesungguhan dan ketekunan dalam bekerja, kepuasan kerja, kreativitas dan intensitas kerja serta kurangnya keluhan selama atau setelah bekerja. 

Perilaku sebagai operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang terhadap situasi dan kondisi  lingkungan dimana dia berada yang terlihat dari  persepsi, sikap,  nilai dan motivasi sebagai cerminan dari kemampuan, keterampilan, pengetahuan, keinginan dan kebutuhan  yang dimiliki. Persepsi, sikap,  nilai dan motivasi  yang dimiliki akan mempengaruhi aparat bertindak  termasuk di dalam menjalankan pekerjaaannya. Aparat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bagus jelas akan sangat berbeda dengan yang memiliki pendidikan yang rendah.  Demikian pulah halnya dengan persepsi yang dimiliki. Hal ini secara langsung akan sangat mempengaruhi pola kerja yang dampak pada pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.  

Kesediaan untuk menjalankan tugas tersebut didorong oleh perilaku aparat yang terlihat dari motivasi dari setiap aparat desa yang ada melalui sikap serta tindakan yang mau berbuat yang terbaik bagi desanya. Tindakan – tindakan yang ditunjukkan dalam setiap tugas yang ada turut dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa itu sendiri yang didukung oleh situasi yang kondusif yang ada. Untuk menopang berjalannya tugas dan tanggung jawab yang ada perlunya dorongan dan pemahaman yang positif  bahwa apa yang dilakukan bukan dilihat dari besaran honor yang diterima akan tetapi lebih kepada semangat pengabdian yang tinggi untuk desa dan masyarakat yang ada.

Didasarkan pada yang dikemukakan diatas, membawa ketertarikan bagi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai motif berperilaku kepala desa pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan uraian di atas maka problem statement dalam peneltian ini adalah Kepala desa di Kabupaten Minahasa Selatan belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, keadaan ini diduga penyebabnya adalah motif berperilaku aparat yang kurang mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa.  

TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian demi penelitian telah dilakukan oleh pemerhati penyelenggaraan pemerintaha baik lembaga swadaya, pemerintah maupun akademisi.  Seperti halnya yang dilakukan oleh Sadu Warsito (1996), Aries Djaenuri (2002), Syarif Makmur (2007). Melalui penelitian terdahulu ini, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk didalamnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparat desa tidak dapat lepas dari factor manusia yang sekalipun penelitian terhahulu ini lebih menonjolkan aspek pemberdayaan sumber daya manusia. Penelitian ini beruapaya mengungkapkan aspek motif dibalik perilaku yang dijalankan oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Perilaku aparat merupakan interaksi antara individu dalam lingkungan organisasinya, karenanya perilaku aparat ditentukan oleh fungsi individu dalam lingkungan organisasi dimana yang bersangkutan berada. Banyak para ahli yang memberikan batasan mengenai perilaku. Namun demikian, perilaku manusia pada dasarnya terbentuk setelah melewati keseluruhan aktivitas. 

Menurut Ndraha (1997:33) bahwa : Perilaku (behavior) adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, teknolgi atau organisasi) sementara sikap adalah operasionalisasi  dan aktualisasi pendirian. Lebih lanjut menurut Hersey dan Blanchard (1995:16) mengemukakan bahwa :  Untuk memperkirakan perilaku yang tercermin dari aktivitas-aktivitas, perlu diketahui motif atau kebutuhan seseorang yang menimbulkan sesuatu aktivitas pada saat tertentu. 
Pemahaman akan perilaku individu dalam perkembangannya harus diakui dipenuhi dengan beragam pendapat. Untuk memudahkan pemahaman tentang perilaku individu, para ahli mengemukakan pemikirannya yang disebut  konsep, model ataupun atribut. Model perilaku indivudu setidaknya antara lain yang dikemukakan oleh Mar’at (1981), model perilaku rancangan Andreas A. Danandjaja (1986), Model rancangan McShane (2008), Model rancangan Milton (1981), Gibson (1986) dan lain sebagainya.

Mar’at (1981 : 11) dalam pemikirannya mengemukakan bahwa :  Terbentuknya perilaku manusia dapat dilihat dari hubungan antara dorongan, motif, sikap dan nilai. Dorongan berkaitan dengan keadaan individu/organism yang mengisiasikan kecenderungan kearah aktivitas umum, motif merupakan ransangan dari luar yang dapat memberikan kekuatan kepada seseorang, sikap secara operasional terlihat dari adanya pre-disposition atau tendency atau kecenderungan kemudian dapat diramalkan tingkah laku apa yang terjadi dika telah deketahui sikapnya, sedangkan nilai merupakan keinginan akhir aau harapan akhir dari berbagai keadaan atau kondisi.
Steven L. McShane dan Mary Ann Von Glinow (2008:35) yang dikenal dengan nama MARS model mengemukakan model perilaku individu yang terdiri dari Motivasi (Motivation), Kemampuan (Ability), Persepsi Peran (Role Perceptions) dan Situasi (Situational Factors). Andreas A. Danandjaja (1986) mengemukakan bahwa perilaku seseorang berkaitan dengan nilai – nilai budaya, nilai – nilai pribadi, kebutuhan – kebutuhan serta sikap dan keyakinan. Sementara Milton (1981:4) mengemukakan bahwa perilaku individu berkaitan dengan perception, attitudes, values dan motivation. Faktor – fakor tersebut ini akan dapat mempengaruhi efektivitas penampilan individu. Selama individu berinteraksi satu dengan lainnya di dalam kelompok pekerjaannya, perilaku impersonal menghubungkan orang – orang satu sama lainnya. 
Memperhatikan konsep teoritis yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa motif mendorong berperilakunya seseorang dalam bertindak. Motif adalah daya pendorong atau tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak. Dikatakan bahwa rumusan yang berbunyi motive are the way of behaviour adalah tepat. Artinya, mengapa timbul tingkah laku seseorang, itulah motive. William G. Scott (1971:89) menyatakan bahwa " motives are unsatiesfied need which prompt an individual toward the accomplishment of aplicabel goals'" bahwa motif itu adalah kebutuhan yang belum terpuaskan yang mendorong individu untuk mencapai tujuari tertentu.  Selain itu menurut Veitzal (2004:462), :  Motif adalah faktor-faktor yang ada di dalam individu yang menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu. Jadi dicoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti  kebutuhan   apa   yang   dicoba   dipuaskan  oleh  seseorang ?  Apa  yang menyebabkan mereka melakukan sesuatu dalam pandangan ini, setiap individu mempunyai kebutuhan yang ada di dalam dirinya (inner needz) yang menyebabkan mereka di dorong, ditekan atau dimotivasi untuk memenuhinya. Kebutuhan tertentu yang mereka rasakan akan menentukan tindakan yang mereka lakukan. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia melakukan suatu pekerjaan atau bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. 

Dengan demikian motif atau motive adalah suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang sehingga berperilaku dan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu itu adalah karena yang bersangkutan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi;. seperti yang diungkapkan Davis, (1999:67) bahwa "motif dimengerti sebagai ungkapan kebutuhan seseorang".

METODE PENELITIAN
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Dengan maksud bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi pada latar dan obyek penelitian. Penulis memandang perlunya suatu metode epistimologis yang mampu melahirkan teori dari kombinasi antara perspektif yang diteliti dan dari perspektif peneliti sendiri, lebih melalui pendekatan emik, seperti halnya paradigma penelitian kualitatif. 

Pilihan pada pendekatan kualitatif dengan argumentasi bahwa kualitatif dapat membantu interpretasi hubungan antara ubahan serta relatif dapat mengungkap alasan bagi hubungan tersebut. Selain itu kualitatif lebih dapat menyentuh secara mendalam aspek behavioral skala kecil, lebih dapat mengungkap rincian kompleks tentang fenomena lapangan. Dengan demikian diharapkan lahirnya preposisi hipotetik baru melalui intrepretasi interaksi antara atribut dan properties yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun kategori dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti.  

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 memposisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah daerah. Terkait dengan bab XI yang mengatur tentang Desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 menerangkan bahwa aparat desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.  Kondisi ini menunjukan bahwa berjalannya organisasi pemerintah desa didalam melayani masyarak desa baik dalam bidang pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan menjadi tanggung jawab bersama dari semua komponen yang disebut sebagai aparat desa. Mewujudkan hal ini, pemerintah desa sebagai penyelenggara fungsi pelayanan baik dalam bisang pemerintahan,  pemberdayaan dan pembangunan memegang peranan sangat penting.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. 

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, aparat desa di Kabupaten Minahasa Selatan yang dalam hal ini Kepala Desa dengan sebutan Hukum Tua, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kelapa Jaga, Meweteng sampai dengan Pengukur Tanah dan Kepala Jaga Polisi dilengkapi dengan tugas dan fungsinya serta diberikan insentif berupa tunjangan aparat desa. Besaran tunjangan tersebut juga bervariasi, hukumtua mendapatkan Rp 850 ribu/ bulan. Sekretaris desa non PNS Rp 400 ribu. Sementara perangkat lain seperti kaur, kepala jaga juga maweteng serta perangkat desa lainnya kebagian Rp 250 ribu. Selain tunjangan insenif tersebut aparat desa juga melalui program Alokasi Dana Desa dimana 30% dari besaran dana tersebut dipergunakan untuk perangkat desa dan pembiayaan kegiatan PKK. Demikian pula halnya dengan program Pengembangan Infrastruktur Desa (PPIP) dan Program Nasioan Pemberdayaan Masyarakat Miskin – Mandiri Pedesaan dimana hokum tua dan perangkat desa lainnya mendapakan tunjangan berupa honor atas keterlibatan dan peran sertanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan desa. 

Memahami jabatan dan kedudukan aparat desa akan sangat terkait dengan kultur yang ada di daerah tersebut. Umumnya di Minahasa Selatan pandangan akan status sosial meningkat bukan hanya karena latar belakang keluarga atau lainya tapi status sosial meningkat oleh usaha dan kerja keras (achievement status). Sebagian besar keluarga di Minahasa Selatan menginginkan anggota keluarganya kelak bisa memangku jabatan - jabatan di desa maupun organisasi agama. Banyak masyarakat yang tadinya hanya petani penggarap tapi karena kerja kerasnya sehingga meningkat perekonomiannya dan oleh masyarakat dipilih menjadi Kumtua (hukum tua/kepala desa). Hal ini otomatis statusnya meningkat.  

Sebuah permasalahan yang mendasar ditemukan bahwa kepala desa kurang berupaya mendapatkan penghasilan di luar tunjangan saat ini. Apa yang dikemukakan oleh kepala desa ini sejalan dengan kenyataan yang teramati di lokasi penelitian. Minimnya penghasilan yang diperoleh kepala desa membuat mereka tidak terlalu focus dengan jabatan sebagai kepala desa. Sehingga jabatan yang diemban lebih bersifat struktur yang tidak merfungsi dengan baik. Beban biaya hidup yang dirasakan oleh Perangkat Desa  ditambah dengan tingginya biaya sosial yang juga harus ditanggung menjadi suatu tantangan aparat desa dewasa ini. Terpenuhinya kesejahteraan pekerja dengan baik dan kompensasi yang cukup akan memacu prestasi dan kinerja pekerja tersebut. Kesejahteraan ini agaknya sulit untuk dicapai oleh Perangkat Desa. Faktor atau kondisi ekonomi serta kesejahteraan Perangkat Desa yang berada di bawah harapan memang sulit untuk dijadikan sebagai motif utama dalam melayani masyarakat. Perangkat Desa harus mempunyai motivasi yang kuat di luar itu agar dapat tetap memberikan dorongan dalam bekerja. Penguatan tersebut dapat dilakukan baik dengan adanya penambahan insentif bagi aparat desa melalui pemerintah kabupaten maupun dengan memaksimalkan potensi desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa yang hasil usahanya selain untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga untuk menambah insentif pemerintah desa.

Dorongan mendapatkan penghargaan merupakan juga hal yang mendasari motivasi kepala desa. Kepala desa di Kabupaten Minahasa Selatan sangat merindukan adanya penghargaan yang dapat diberikan kepada mereka dari pemerintah daerah sebagai wujud penghargaan atas apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Pemberian penghargaan kepada kepala desa tentunya merupakan suatu cara dalam pemotivasian aparat diluar materi sehingga membuat kepala desa terdorong mau bekerja dengan lebih baik lagi. Perlunya penghargaan ini juga diberikan mengingat perangkat Desa bertugas melayani masyarakat 24 jam, mulai pelayanan administratif hingga pelayanan sosial (mengurus kematian, hajatan, orang sakit, konflik antarwarga, dan sebagainya). Waku yang tanpa batas dengan insentif yang berada di bawah standart upah minimum tentu bukanlah suatu kewajaran serta bukan merupakan kebijakan baik.

Demikian pula dengan hubungan social yang berdasarkan hasil analisi frekuensi menunjukkan pada kategori cukup menyenangkat. Hal ini dapat di jelaskan  bahwa sebagian besar kepala desa  mengakui bahwa mereka merasakan suasana yang cukup menyenangkan diantara sesame kepala desa dalam menjalankan pekerjaan.  Perlunya dibangun hubungan social diantara sesame apara desa oleh karena meraka adalah mahluk social yang mempunyai perasaan, harga diri dan nilai. Disamping itu mmembangun hubungan social tentu saja akan menghilangkan perselisihan diantara kepala desa. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Mc Clelland dalam teori kebutuhan afiliasi (Thoha, 2002 : 179) bahwa orang yang mengejar hubungan afiliasi akan bekerja lebih baik lagi melalui kerja sama yang menyenangkan dan hubungan secara leluasa. Karena itu jika sulit mencipakan pemotivasian dalam bentuk uang, membangun humanisme sesame teman kerja seperti acara kekeluargaan juga akan dapat membentuk perilaku kepala desa lebih baik disamping dapat menjauhkan persaingan dan perselisihan diantara sesame kepala desa. 

Persoalan – persoalan yang berkaitan dengan status, kedudukan, pendapatan serta hubungan kerja merupakan hal – hal yang juga dihadapi oleh kepala desa. Wasistiono (1996) mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat ini terkendala oleh keterbatasan sumber daya keuangan dan keterbatasan pendidikan aparatur. Permasalahan yang berhubungan dengan keuangan juga terkait didalamnya menyangkut pemenuhan kebutuhan kepala desa itu sendiri.

Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow meletakkan kebutuhan fisiologis di urutan pertama tingkat kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang dan mengasumsikan bahwa orang akan berusaha memenuhi kebutuhan secara fisiologis terlebih dahulu. Pemenuhan kebutuhan bersifat fisik ini sangat berkaitan erat dengan pemberian kompensasi yang sesuai dan wajar kepada pekerja untuk dapat memenuhi kesejahteraan hidup (Justicia, 2001). Terpenuhinya kesejahteraan pekerja dengan baik dan kompensasi yang cukup akan memacu prestasi dan kinerja pekerja tersebut. Kesejahteraan ini agaknya sulit untuk dicapai oleh Perangkat Desa. 

Beban biaya hidup yang dirasakan oleh Perangkat Desa  ditambah dengan tingginya biaya sosial yang juga harus ditanggung. Masyarakat yang kental akan sistem kolektivisme mempunyai tradisi nyumbang disetiap acara sosial yang diadakan di lingkungan masyarakat Desa, seperti acara pernikahan, acara kematian, sampai dengan acara khitanan. Tradisi nyumbang merupakan wujud solidaritas seorang anggota masyarakat terhadap saudara, tetangga, rekan kerja, atau anggota masyarakat lainnya yang sedang memiliki hajatan (perayaan). Bentuk dari nyumbang di sini dapat berupa materi (uang atau barang kebutuhan pokok) dan nonmateri (tenaga dan pikiran). 

Biasanya disesuaikan dengan jenis undangan dan hajatan yang sedang berlangsung. Konsekuensi bagi Perangkat Desa sebagai Pamong Desa yang sering diundang dalam acara kemasyarakatan adalah memperpanjang daftar pengeluaran bulanan yang harus disisihkan dari gaji. Tentu saja hal ini menambah beban ekonomi yang harus ditanggung oleh Perangkat Desa. Minimnya kesejahteraan perangkat desa dalam jangka waktu yang lama berpengaruh langsung terhadap minimnya standar pelayanan maupun rendahnya semangat melayani masyarakat terhadap tugas administratif sebagai wakil pemerintahan yang diamanahkan. 
Sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat maka titik berat pelaksanaannya di tingkat desa/kelurahan yang kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat. 

Peran strategis Perangkat Desa ini harus ditunjang dengan mempertahankan sikap kerja yang profesional dan loyalitas kerja yang tinggi (Martono, 2011). Di tengah berbagai permasalahan yang menghadang, para Perangkat Desa dituntut untuk tetap dapat menunjukkan kinerja yang optimal ditengah kepungan berbagai permasalahan yang ada. Berbagai fakta dan kondisi telah menunjukkan bahwa kondisi Perangkat Desa berada pada pihak yang tidak diuntungkan selama kurun waktu yang sangat lama, tetapi hingga saat ini Pemerintahan Desa yang dijalankan oleh Perangkat Desa masih berjalan dengan berbagai keterbatasannya. Tugas pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi dari kewajiban sebagai Perangkat Desa. Tidak pernah ada aksi mogok kerja hingga merugikan kepentingan masyarakat sebagai wujud protes akan permasalahan yang ada. Dalam hal ini perlu untuk mengetahui landasan dan motif apa yang melata rbelakangi Perangkat Desa dalam menekuni profesi serta menjalankan tugas dan kewajibannya ditengah masalah kesejahteraan yang belum terpenuhi dan tidak jelasnya status kepegawaian.

Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Jadi motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Apabila membicarakan tentang motivasi kerja, hal pokok yang menjadi bagian dari pembicaraan adalah faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong orang untuk bekerja. Faktor motivasi ini dibagi sumbernya menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu, dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar pribadi individu. 

Berkaitan dengan motivasi bekerja Perangkat Desa yang termasuk unsure pelayanan publik, Francois (2002) menyatakan bahwa para pekerja di sector pelayanan publik mengesampingkan gaji atau pendapatan sebagai motivasi mereka (not-profit oriented). Para pekerja sektor pelayanan publik melakukan pekerjaan ini karena menganggap pekerjaan ini penting untuk dilakukan dan berarti untuk mereka (Prendergast, 2008; Francois dan Vlassopoulos, 2007).  Sementara itu, Pery dan Wise (1990) mengidentifikasi motivasi yang seharusnya dimiliki oleh pekerja pelayanan sektor publik. Jenis motivasi yang harus dimiliki adalah sikap rasional (rational), berlandaskan nilai dan norma (norm-based), dan motivasi afektif (affective motives). Motivasi ini menjadi modal utama penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, yang mempengaruhi sistem kerja sehingga mempunyai tingkat kinerja yang tinggi. 

Dengan demikian maka motivasi seseorang itu disebabkan dan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yang bersumber dari dalam dirinya yaitu adanya suatu tuntutan kebutuhan (needs) yang dirasakan oleh dirinya sendiri, dan faktor yang bersumber dari luar dirinya seperti lingkungan keluarga, masyarakat dan organisasinya. Motivasi adalah daya pendorong atau tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak. Dikatakan bahwa rumusan yang berbunyi motive are the way of behaviour adalah tepat. Artinya, mengapa timbul tingkah laku seseorang, itulah motive. motif atau motive adalah suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang sehingga berperilaku dan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu itu adalah karena yang bersangkutan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.  

Kebutuhan dianggap sebagai pembangkit, penguat atau penggerak perilaku. Artinya, apabila terdapat kekurangan kebutuhan, maka orang lebih peka terhadap usaha motivasi. Proses motivasi seperti diintepretasikan oleh sebagian besar ahli, diarahkan untuk mencapai tujuan (goal directed). Tercapainya tujuan yang diinginkan sekaligus dapat mengurangi kebutuhan yang belum terpenuhi. Motivasi berhubungan dengan kekuatan yang dicatat di setiap level organisasi, kemudian diarahkan dan secara tekun diusahakan untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaan.
Model Motif Berperilaku Kepala Desa

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa status social (prestasi, prestise/status kedudukan dan power/kekuasaan, serta kebutuhan (pendapatan dan penghargaan) merupakan dua motif yang mendasari kepala desa dalam berperilaku. Prestasi, prestise (status kedudukan) dan power (kekuasaan) ditemukan sebagai motif bawaan kepala desa sejak berkompetisi dalam meraih jabatan kepala desa. Pendapatan dan penghargaan ditemukan sebagai motif kepala desa yang muncul ketika menjabat dan menjalankan pemerintahan. Loyalitas dan professional sebagai media yang dapat menjebatani status social dan kebutuhan untuk menjadikan pelayanan berkualitas. 

Adapun yang dapat disarankan dari hasil penelitian tahap satu ini yaitu Kepala desa yang berprestasi perlu diberikan penghargaan baik secara material maupun non material. Tunjangan kepala desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupatan Minahasa Selatan perlu ditambah besarannya. Perlunya penguatan komponen penyelenggaran pemerintahan melalui pelatihan untuk meningkatkan loyalitas dan profesionalisme kerja kepala desa. Perlu dipertahankannya semangat gotong royong sebagai dasar yang mendorong kepala desa menjalankan tugas dalam melayani masyarakat.
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